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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN
2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan syarat dan
prosedur pendaftaran haji serta kuota haji, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 428);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4965);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonessia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5345);

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
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10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 14 TAHUN
2012 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
REGULER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), dan
ayat (6) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang
tahun.

(2) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota domisili Jemaah Haji sesuai Kartu Tanda Penduduk
(KTP).

(3) Pendaftaran haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
wajib dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan untuk pengambilan
foto dan sidik jari.

(4) Jemaah Haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan
pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah
haji yang terakhir.
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(5) Ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
berlaku bagi pembimbing.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran bagi pembimbing
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Persyaratan pendaftaran calon jemaah haji sebagai berikut:

a. beragama Islam;

b. berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;

c. memiliki KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau
bukti identitas lain yang sah;

d. memiliki Kartu Keluarga;

e. memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta
nikah atau ijazah; dan

f. memiliki tabungan atas nama jemaah yang bersangkutan pada
BPS BPIH.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon
jemaah haji harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm
sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan ketentuan:

a. pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih;

b. warna baju/kerudung kontras dengan latar belakang tidak
memakai pakaian dinas, dan bagi jemaah haji wanita
menggunakan busana muslimah;

c. tidak menggunakan kaca mata; dan

d. tampak wajah minimal 80 persen.

(3) Dihapus.

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur
dapat menambah persyaratan pendaftaran berupa surat keterangan
domisili.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

a. jemaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri sebesar setoran
awal BPIH;

www.peraturan.go.id



2015, No.8045

b. BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH;

c. BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima)
lembar dengan rincian sebagai berikut:

1. lembar pertama bermaterai secukupnya untuk calon jemaah haji;

2. lembar kedua untuk BPS BPIH;

3. lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

4. lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi; dan

5. lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji
dan Umrah.

d. Bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib
mencantumkan nomor validasi, ditandatangani dan dibubuhi stempel
BPS BPIH, serta masing-masing diberi pas foto 3x4 cm;

e. BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, keempat, dan
kelimabukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran
setoran awal BPIH;

f. Jemaah haji yang bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan
pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan bukti
aplikasi transfer asli BPIH serta bukti setoran awal BPIH kepada
petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk
diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
pembayaran setoran awal BPIH;

g. Jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat
Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk didaftarkan ke
dalam SISKOHAT dan mendapatkan nomor porsi;

h. Jemaah haji menerima lembar bukti pendaftaran haji yang telah
ditandatangani dan dibubuhi stempel dinas oleh petugas Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

4. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), ayat (1)
diubah, ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk alokasi kuota provinsi
atau kabupaten/kota untuk keberangkatan pada musim haji tahun
berjalan ditambah porsi cadangan yang berasal dari nomor urut porsi
berikutnya, berhak melunasi BPIH dengan persyaratan sebagai
berikut:
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a. belum pernah menunaikan ibadah haji; dan

b. telah berusia 18 tahun pada saat tanggal awal keberangkatan
atau telah menikah.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Pelunasan BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
waktu yang ditetapkan oleh Menteri.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

5. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 ayat, yakni ayat (3) sehingga
Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pendaftaran haji dinyatakan batal apabila jemaah haji:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri karena alasan kesehatan atau alasan
lain;

c. tidak dapat berangkat dalam masa 2 (dua) kali musim
haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3); dan

d. dilarang keluar negeri berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(2) Pembatalan pendaftaran haji karena jemaah haji
meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a atau karena mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan berdasarkan pemberitahuan dari ahli
waris atau permohonan jemaah haji yang
bersangkutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pembatalan pendaftaran haji ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.

6. Ketentuan Pasal 14 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat
(4), ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2)
disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Kuota haji provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13
ayat yang tidak terpenuhi pada akhir masa pelunasan BPIH,
menjadi sisa kuota nasional.
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(1a) Sisa kuota nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dikembalikan kepada provinsi masing-masing sesuai
dengan sisa kuota.

(2) Pengisian sisa kuota nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan bagi jemaah haji dengan kriteria sebagai
berikut:

a. jemaah yang saat pelunasan tahap sebelumnya
mengalami kegagalan sistem;

b. sudah pernah melaksanakan ibadah haji dan termasuk
dalam alokasi kuota tahun berjalan;

c. berusia minimal 75 tahun dan telah mengajukan
permohonan;

d. penggabungan mahram suami/istri yang dibuktikan
dengan kutipan akta nikah, dan kartu keluarga;

e. penggabungan mahram anak/orang tua yang dibuktikan
dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir;

f. jemaah haji yang berstatus cadangan dan sudah
melunasi pada tahun berjalan; dan

g. jemaah haji nomor porsi berikutnya.

(3) Dalam hal pengisian sisa kuota digunakan oleh jemaah haji
dengan kriteria berusia minimal 75 tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menyertakan
pendamping.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria jemaah haji dan
pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal II

(1) Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan
Persyaratan Pendaftaran Jemaah Haji (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 220) dan Peraturan Menteri Agama
Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pengisian Sisa Kuota Haji Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 693) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI AGAMA

REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id




